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SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menyesuaikan
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa
Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1341);
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Menetapkan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1838) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1700);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa

Tahun Anggaran 2019 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 2) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Perubahan alokasi dasar setiap desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan



alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa

sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal

11 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui

RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dana

desa Kabupaten Mamasa dan penyaluran dana hasil
pemindahbukuan Dana Desa ke RKD.

Pemindahbukuan dana desa di desa dan penyaluran

dana hasil pemindahbukuan Dana Desa ke RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa dari Bupati Mamasa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan :

a. Dana Desa Tahap [ disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan tambahan setiap bulan masing-
masing :

1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas per
seratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa;

2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas per
seratus) dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. Dana Desa Tahap Il disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran



dan persyaratan tambahan setiap bulan masing-

masing :

1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas per
seratus), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan ketiga;

2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas per
seratus) dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan keempat; dan

3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kelima.

c. Dana Desa Tahap III disalurkan dengan besaran
20% (dua puluh per seratus) setelah kepala desa
meyampaikan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan keenam;

d. Dana Desa tahap I dan tahap II di prioritaskan
untuk BLT DD.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam
dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana
Desa perbulannya.
Bupati melakukan perekaman data pembayaran BLT
Desa melalui OMPSAN paling lambat 31 Desember
2020.
Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran
Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan
pemotongan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang
berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi



kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran
perbulannya.

(5) Hasil musyawarah  Desa  khusus/musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau
pejabat yang ditunjuk.

(6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran

2021.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

pada tanggal, 12 Agustus 2020
BUPATI MAMASA,
ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

pada tanggal, 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

H. ABD. SAMAD, SH., MM
Pangkat : Pembina
NIP. : 19690503 200701 1 044




